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Abstract 
 
The purpose of this reseach are: (1) To determine and analyze the financial performance of Palu 
City Government based on independence ratio in fiscal year of 2008-2015. (2) To determine and 
analyze financial performance of  Palu City based on effectiveness ratio of budget year 2008-2015. 3) 
To determine and analyze the financial performance of Palu City Government based on growth ratio 
of budget year 2008 - 2015.Type of study is descriptive by using secondary data in the form of 
realization report of revenue and expenditure budget of City Palu government in year 2008 - 2015. 
Wich is taken  from BPKAD office Palu City. Method of data analysis  used are independence ratio, 
effectiveness ratio and growth ratio.The result underline that the independence ratio of Palu City 
Government reflects instructive relationship with low financial ability that range 0-25%. The 
effectiveness ratio achieved by the Government of Palu quite good. The growth ratio is  fluctuated 
general. 
Keywords: Ratio of independence, effectiveness and growth. 
 
Pemerintah adalah suatu organisasi yang 
diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan 
Bangsa dan Negara. Lembaga pemerintah 
dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas 
layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai 
organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan 
bukan untuk mencari keuntungan tetapi untuk 
menyediakan layanan dan kemampuan 
meningkatkan layanan tersebut dimasa yang 
akan datang. 
Adanya pergantian pemerintahan dari 
orde baru ke orde reformasi membawa 
perubahan besar bagi pemerintah Indonesia. 
Reformasi di bidang keuangan daerah yang 
merupakan bagian dari reformasi sistem 
pemerintahan tercermin dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
menegaskan bahwa Keuangan daerah dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan 
manfaat untuk masyarakat. Momentum yang 
segera dihadapi adalah aplikasi reformasi 
pengelolaan keuangan daerah tersebut yang 
merupakan tantangan sekaligus kesempatan 
yang harus disikapi oleh daerah dengan tepat 
agar  rakyat atau masyarakat sebagai obyek 
sekaligus subyek pembangunan. 
Kewenangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya 
dengan Undang-Undang Nomor  12 Tahun 
2008, serta diikuti dengan perimbangan 
keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat 
dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola 
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dalam suatu sistem pengelolaan keuangan 
daerah.  
Pengelolaan keuangan yang baik  
membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh 
pemerintah dapat dipertanggungjawabkan 
secara finansial. Oleh  karena itu, pengelolaan 
keuangan yang baik akan menciptakan 
akuntabilitas publik. Menurut Halim (2007 : 
20), akuntabilitas publik  merupakan 
kewajiban-kewajiban dari individu atau 
penguasa yang dipercayakan untuk mengelola 
sumber daya publik dan yang bersangkutan 
dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang 
menyangkut pertanggungjawaban pegawai 
kepada publik yang menjadi konsumen 
layanannya. 
Sejalan dengan upaya perwujudan 
otonomi daerah dan good governance, maka 
tepatlah untuk memperhatikan masalah 
akuntabilitas. Akuntabilitas adalah perwujudan 
kewajiban untuk mempetanggungjawabkan 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui 
suatu media pertanggungjawaban yang 
dilakukan secara periodik (Darise, 2006 : 2).  
Sebagai perwujudan dari pelaksanaan 
akuntabilitas publik, pemerintah daerah 
diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. 
Laporan keuangan tersebut pada dasarnya 
merupakan asersi atau pernyataan dari pihak 
manajemen pemerintah daerah yang 
menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para 
pemangku kepentingan yang ada tentang 
kondisi keuangan pemerintah daerah. 
Karena tidak semua pengguna laporan 
keuangan memahami akutansi dengan baik, 
sementara mereka akan mengandalkan 
informasi keuangan itu untuk pembuatan 
keputusan, maka ketidakmampuan memahami 
dan menginterpretasikan laporan keuangan 
tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan 
keuangan. Analisis laporan keuangan 
dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara 
memahami laporan keuangan, bagaimana 
menafsirkan angka-angka dalam laporan 
keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan 
keuangan, dan bagaimana menggunakan 
informasi keuangan untuk pengambilan 
keputusan.  
Analisis ini juga menggambarkan peran 
dan kemampuan daerah dalam membiayai 
pembangunan dan rumah tangganya sendiri. 
PAD memiliki posisi strategis dalam proses 
pelaksanaan pembangunan daerah,  karena 
digunakan untuk membiayai belanja 
pembangunan setiap tahunnya. 
Untuk mengoptimalkan penerimaan 
melalui PAD, diperlukan kebijakan yang 
efektif, efisien dan profesional dalam 
pelaksanaannya. Menurut Ramdan Ruhedi 
Dedy dalam Halim (2001:112) upaya 
meningkatkan PAD  pada dasarnya ditempuh 
melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, 
dan titik tolak atas pelaksanaan pungutan atas 
jenis-jenis penerimaan daerah tergantung dari 
inisiatif, proses keputusan Peraturan Daerah 
(Perda) dan pengesahannya yang jadi landasan 
hukum. Intensifikasi kaitannya dengan PAD 
melalui usaha yang lebih giat, ketat dan teliti 
dalam mengimplementasikan semua perda yang 
telah dikeluarkan dengan terus menekan 
timbulnya kebocoran yang mungkin terjadi. 
Sedangkan ekstensifikasi dimaksudkan sebagai 
upaya meningkatkan penerimaan PAD melalui 
penciptaan perda-perda baru yang mengatur 
pengelolaan sumber-sumber PAD yang 
dikuasai atau mengkondisikan terbukanya 
peluang-peluang investasi.  
Pemerintah daerah dituntut untuk dapat 
meningkatkan pendapatannya dalam 
mempercepat pelaksanaan pembangunan 
didaerah. Mekanisme pembiayaan pelaksanaan 
pembangunan daerah diutamakan semaksimal 
mungkin berasal dari potensi pendapatan asli 
daerah, sementara itu dana yang diperoleh dari 
pendapatan asli daerah (PAD) masih belum 
cukup memadai sehingga kemampuan daerah
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dalam menyediakan dana pembangunan sangat 
terbatas. 
Untuk dapat menggerakkan fungsi 
pemerintahan, pembangunan pemberdayaan 
masyarakat dan pelayanan publik, maka 
diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan 
sumber - sumber pendapatan daerah 
sebagaimana telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Berbagai upaya yang telah dilakukan 
Pemerintah  Kota Palu untuk meningkatkan 
pendapatan daerah salah satunya adalah dengan 
peningkatan penerimaan pendapatan. Sejak 
dibentuk menjadi Kotamadya Palu pada tanggal 
12 Oktober tahun 1994, penerimaan pendapatan 
Kota Palu terus mengalami peningkatan, hal ini 
dapat dilihat dari total penerimaan pendapatan 
tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 
2015 bahwa dari sumber-sumber penerimaan 
secara keseluruhan mengalami peningkatan, 
total pendapatan pada tahun 2011 Rp.  
719.382.267.865,84 meningkat menjadi Rp. 
1.324.406.538.390,83 pada tahun 2015 dimana 
penerimaan transfer, lebih tinggi dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari gambaran 
diatas dapat disimpulkan  bahwa 
ketergantungan Pemerintah Kota Palu  terhadap 
subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin 
dari besarnya bantuan pemerintah pusat, 
kemampuan pemerintah Kota Palu dalam 
menggali potensi-potensi sumber-sumber 
pendapatan asli daerah masih rendah terlihat 
dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang relatif kecil dibandingkan dengan 
pendapatan transfer. Dengan diberlakukannya 
otonomi daerah sudah selayaknya Pemerintah 
Kota Palu lebih memaksimalkan menggali 
potensi-potensi  yang dimiliki sehingga tidak 
tergantung dari pemerintah pusat.  
Sebagaimana halnya dengan pendapatan, 
kinerja keuangan Pemerintah Kota Palu dapat 
dilihat dari penyerapan belanja pemerintah 
Kota Palu. Realisasi belanja langsung dan tidak 
langsung dari tahun anggaran 2011 – 2015 
tingkat pencapaian realisasi belanja pemerintah 
Kota Palu lebih rendah dari target belanja yang 
dianggarkan. Hal ini menunjukkan kinerja 
belanja Pemerintah Kota Palu sudah cukup 
baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi 
(2016:234)  yang menyatakan bahwa kinerja 
anggaran belanja daerah dinilai baik apabila 
realisaisi belanja lebih rendah dari jumlah yang 
dianggarkan, yang hal ini mengesankan adanya 
efisiensi anggaran. Namun perlu juga diteliti 
lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih 
rendah dari anggaran tersebut karena adanya 
efisiensi ataukah hanya karena ada beberapa 
program kegiatan yang tidak dijalankan yang 
menyebabkan tidak terserapnya anggaran. 
Ukuran kinerja yang dicapai dapat 
digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja 
pemerintah di era otonomi daerah. Pengelolaan 
anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan  
gambaran yang lebih khusus terkait 
kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali 
potensi daerah guna meningkatkan anggaran 
pendapatan, yang akan berdampak pada 
kemampuan pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kegiatan pembangunan 
daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara 
struktur meliputi anggaran pendapatan, 
anggaran belanja dan pembiayaan. 
Untuk menganalis kinerja pemerintah 
daerah dalam mengelola keuangan daerahnya 
dapat menggunakan analisis rasio keuangan 
terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 
dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD 
dilakukan dengan membandingkan hasil yang 
dicapai dari satu periode dibandingkan dengan 
periode sebelumnya sehingga dapat diketahui 
bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 
2007:230). Dengan analisis ini pemerintah 
dapat menilai kemandirian keuangan daerah 
dalam membiayai penyelenggaran otonomi 
daerah, mengukur efektifitas dalam 
merealisasikan pendapatan daerah, mengukur  
seberapa besar kemampuan pemerintah dalam 
mempertahankan dan meningkatkan 
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keberhasilannya yang telah dicapai dari periode 
ke periode berikutnya. Dan dapat mengukur 
kontribusi masing-masing sumber pendapatan 
dalam pembentukan pendapatan daerah.   
Berdasarkan uraian diatas, penulis 
melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio 
Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah 
Kota Palu” 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, maka penulis merumuskan yang 
menjadi permasalahan didalam penelitian ini 
adalah :  
1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah 
Kota Palu berdasarkan rasio Pertumbuhan 
tahun anggaran 2008 - 2015? 
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah 
Kota Palu berdasarkan rasio kemandirian  
tahun anggaran 2008 – 2015? 
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah 
Kota Palu berdasarkan rasio efektifitas PAD 
tahun anggaran 2008 – 2015? 
Berdasarkan uraian latar belakang dan 
rumusan masalah di atas, Tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja 
Keuangan Pemerintah Kota Palu 
berdasarkan  rasio pertumbuhan tahun 
Anggaran 2008 - 2015. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja 
Keuangan Pemerintah Kota Palu 
berdasarkan  rasio kemandirian tahun 
anggaran 2008 – 2015. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 
keuangan Pemerintah Kota Palu berdasarkan  
rasio efektifitas PAD tahun anggaran 2008 – 
2015. 
 
METODE 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independent) tanpa membuat perbandingan, 
atau menghubungkan antara varibel yang satu 
dengan yang lain.  
Lokasi dalam penelitian ini adalah pada 
Pemerintah Daerah Kota Palu Propinsi 
Sulawesi Tengah, dimana peneliti melakukan 
pengambilan data dari laporan keuangaan yang 
ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu. Lama waktu 
penelitian 1(satu) bulan mulai bulan November  
sampai dengan  bulan Desember 2016. Adapun 
jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data kuantitatif yang bersumber dari 
instansi pemerintah yaitu Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. Menurut 
Kuncoro (2009;145) jenis data dibedakan 
menjadi:  
1. Data kuantitatif adalah data yang diukur 
dalam suatu skala numerik (angka). 
2. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat 
diukur dalam skala numerik.  
Data yang digunakan dalam penelitaian 
ini adalah data sekunder. Adapun Sumber data 
yang dianggap relevan dengan tujuan dan 
masalah dalam penelitian ini adalah Laporan 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 
2008 – 2015. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan untuk penelitian adalah sebagai 
berikut:  
1.  Observasi atau pengamatan  
Pengumpulan data berdasarkan tinjauan 
pengamatan secara langsung terhadap aspek-
aspek yang akan diteliti. 
2. Teknik Dokumentasi 
Tehnik ini dilakukan dengan 
mengumpulkan dan menganalisis data-data 
dengan cara mendapatkan informasi dari buku-
buku, literatur, jurnal, dokumen- dokumen yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Teknik Wawancara.  
Teknik ini dilakukan dengan cara 
bertanya langsung kepada pejabat yang 
berwenang  untuk memperoleh data yang 
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diperlukan dalam penelitian. Wawancara yang 
dilakukan berdasarkan pedoman wawancara 
yang sifatnya tentatif atau bisa berkembang 
sesuai konteks yang dibutuhkan di lapangan. 
Alat perekam suara dan gambar juga digunakan 
untuk mendukung kredibilitas data ini sehingga 
menjadi lebih dapat dipercaya. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:  
 
                         Pendapatan Th. t – Pendapatan Th. t-1  
1. Pertumbuhan    =                                                                x 100% 
pendapatan                         Pendapatan Th. t-1                                                                                                                                                                                             
 
 
      PAD Th. t – PAD Th. t-1  
2.  Pertumbuhan    =        x 100%  
     PAD                                   PAD  Th. t-1 
 
       Belanja Tdk langsung Th. t – Belanja  Tdk langsungTh. t-1   
3   Pertumbuhan belanja  =                                                                                                   x100% 
  Tidak langsung    Belanja tidak langsung Th.t-1 
                                                           
 
  Belanja langsungTh. t – Belanja langsung.Th. t-1   
4. Pertumbuhan  Belanja =                            x 100% 
    Langsung                   Belanja langsung Th. t-1     
  
                                                         
           Pendapatan Asli Daerah       
5. Rasio               =                                                               x 100%                                                      
kemandirian          Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman 
 
 
              Realisasi penerimaan PAD   
6. Rasio efektivitas PAD   =                x 100%  
               Target Penerimaan PAD                  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertumbuhan Pendapatan 
Rasio pertumbuhan (growth ratio) 
mengukur seberapa besar kemampuan 
pemerintah Kota Palu dalam mempertahankan 
dan meningkatkan keberhasilannya yang telah 
dicapai dari periode ke periode berikutnya. 
Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk 
masing-masing komponen sumber pendapatan 
dan pengeluaran, dapat digunakan untuk 
mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu 
mendapat perhatian pada kabupaten/kota 
tersebut.  
Berikut rasio pertumbuhan  pendapatan 
Pemerintah Kota Palu  selama 8 (delapan) 
tahun yaitu tahun 2008 s/d 2015 yaitu sebagai 
berikut: 
 
Tabel 1. Pertumbuhan  Pendapatan 
Tahun Anggaran 2008 -2015 (dalam %) 
No 
Tahun 
anggaran 
Pertumbuhan 
pendapatan 
1 2008 - 
2 2009 15,19 
3 2010 12,08 
4 2011 13,68 
5 2012 19,36 
6 2013 16,24 
7 2014 17,38 
8 2015 13,04 
Sumber : LKPD Kota Palu 2008-2015 (Data diolah) 
 
Tabel 1 memperlihatkan bahwa 
pertumbuhan pendapatan yang tertinggi yaitu 
pada tahun anggaran 2012 yaitu sebesar 
19,36% sedangkan pertumbuhan pendapatan 
terendah yaitu pada tahun anggaran 2010 
sebesar 12,08%. Penerimaan pendapatan 
Pemerintah Kota Palu lebih dipengaruhi oleh 
pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat 
seperti dana perimbangaan. Selanjutnya 
pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015 
menurun sebesar 13,04 karena menurunnya 
realisasi pos-pos penerimaan pendapatan dan  
Karena ada dana bagi hasil pajak yang ditarik 
dan dana transfer dari pemerintah pusat 
menurun. 
 
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
Pertumbuhan penerimaan PAD Kota Palu 
dari Tahun Anggaran 2008 hingga 2015 
menunjukkan pertumbuhan yang positif 
sebagaimana tampak pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan PAD 
Tahun Anggaran 2008-2015 (dalam %) 
No 
Tahun 
Anggaran 
 
Pertumbuhan 
PAD 
1 2008 - 
2 2009 35,99 
3 2010 9,53 
4 2011 37,71 
5 2012 39,89 
6 2013 23,97 
7 2014 55,49 
8 2015 20,21 
Sumber : LKPD Kota Palu  (data diolah) 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan, pertumbuhan setiap tahunnya 
menunjukkan tren yang meningkat. 
menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD 
tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai 55,49 
%, sedangkan  pertumbuhan terendah pada 
tahun 2010 yaitu 9,53 %. Rendahnya 
pertumbuhan PAD tahun anggaran 2010 
dikarenakan pemerintah tidak mampu 
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
secara maksimal akibat beberapa pos PAD yang 
tidak dapat berkontribusi secara maksimal pada 
tahun 2010. Pertumbuhan PAD tertinggi pada 
tahun 2014  yaitu mencapai 55,49 % berasal 
dari realisasi lain-lain pendapatan daerah yang 
sah yaitu mencapai 111,72 %. Sedangkan 
pertumbuhan PAD pada tahun 2015 kembali 
menurun, hal ini disebabkan karena ada 
beberapa sumber penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah yang tidak bisa dipungut lagi antara lain 
galian C, biaya pembuatan KTP karena ditarik 
oleh pemerintah pusat. 
 
Pertumbuhan belanja tidak langsung 
Pertumbuhan belanja tidak langsung pada 
Tahun Anggaran 2008-2015 dapat dilihat pada 
tabel berikut ini: 
 
 
 
Tabel 3. Pertumbuhan Belanja Tidak 
Langsung Tahun Anggaran 2008 - 2015 
(dalam Persen) 
No  
Tahun 
anggaran 
Pertumbuhan 
belanja tidak 
langsung 
1 2008 - 
2 2009 23,11 
3 2010 -11,73 
4 2011 54,83 
5 2012 20,76 
6 2013 8,11 
7 2014 5,77 
8 2015 14,75 
Sumber : LKPD Kota Palu 2008-2015 (data diolah) 
Tabel 3. memperlihatkan bahwa belanja 
tidak langsung mengalami pertumbuhan  
fluktuatif, dimana pertumbuhan belanja tidak 
langsung  tertinggi pada tahun anggaran 2011 
sebesar 54,83%. Hal ini disebabkan realisasi 
belanja pegawai meningkat. Belanja pegawai 
sendiri merupakan belanja yang wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebab 
belanja tersebut merupakan pembayaran gaji 
pegawai setiap bulannya. Disiplin anggaran 
perlu ditingkatkan dalam rangka penghematan 
pengeluaran daerah. Oleh karenanya 
penganggaran Belanja tidak langsung harus 
didasarkan pada keterpaduan perencanaan dan 
perhitungan yang matang, realistis dan efisien. 
Belanja daerah pada prinsipnya bertujuan 
memberikan manfaat besar untuk kesejahteraan 
masyarakat.  
Sejalan dengan strategi dan langkah 
tersebut diatas, maka untuk pengelolaan 
anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 
2011 diprioritaskan pada optimalisasi fungsi 
dan tugas rutin perangkat daerah, meningkatkan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 
lebih baik sesuai dengan kebutuhan nyata 
masyarakat, tuntutan dan dinamika yang 
berkembang.  
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Sedangkan pertumbuhan belanja tidak 
langsung terendah yaitu pada tahun 2010 yaitu 
sebesar -11,73 %. 
 
Pertumbuhan Belanja Langsung 
Belanja langsung adalah belanja yang 
terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). 
Berpedoman pada prinsip-prinsip 
penganggaran, belanja daerah disusun melalui 
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi 
pada pencapaian hasil dari input yang 
direncanakan dengan memperhatikan prestasi 
kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya. 
Pertumbuhan belanja langsung dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 4. Pertumbuhan Belanja Langsung 
Tahun Anggaran 2008-2015 (dalam Persen) 
No 
Tahun 
anggaran 
Pertumbuhan 
belanja langsung 
 1 2008 - 
2 2009 7,67 
3 2010 -51,00 
4 2011 61,10 
5 2012 15,09 
6 2013 60,89 
7 2014 23,02 
8 2015 3,84 
Sumber : LKPD Kota Palu 2008-2015 (data diolah) 
 
Tabel 4 menunjukkan bahwa 
pertumbuhan belanja langsung pada tahun 
anggaran 2013 meningkat dibandingkan dari 
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan realisasi 
belanja peralatan dan mesin  pada tahun 
anggaran 2013 naik sebesar Rp. 157,18 %, dan 
belanja gedung dan bangunan sebesar 217,19 
%. 
 
Kemandirian Keuangan Daerah 
Rasio kemandirian keuangan daerah 
menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar pajak 
dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan 
oleh daerah. Rasio kemandirian 
menggambarkan ketergantungan daerah 
terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi 
rasio kemandirian mengandung arti bahwa 
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan 
pihak eksternal (pemerintah pusat dan provinsi) 
semakin rendah dan demikian pula sebaliknya 
Adapun perhitungan  rasio kemandirian 
keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
 
Tabel 5. Rasio kemandirian keuangan 
daerah Tahun Anggaran 2008-2015 
(dalam Persen) 
Tahun 
anggaran 
Rasio 
kemandirian 
Pola 
hubungan 
2008 9,20 Instruktif 
2009 11,51 Instruktif 
2010 9,97 Instruktif 
2011 13,15 Instruktif 
2012 14,74 Instruktif 
2013 16,74 Instruktif 
2014 22,91 Instruktif 
2015 23,98 Instruktif 
Sumber : LKPD Kota Palu 2008-2015 (data diolah) 
Tabel 5  menunjukkan bahwa rasio 
kemandirian keuangan pada tahun anggaran 
pada tahun anggaran 2008 sampai 2009 
meningkat, akan tetapi pada tahun 2010 
kembali menurun yaitu 9,97 %. Pada tahun 
2011 sampai tahun 2015 rasio kemandirian 
mengalami peningkatan.Turunnnya rasio 
kemandirian pada tahun anggaran 2010 
disebabkan karena realisasi pos-pos PAD yaitu 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
tidak mencapai 100 %. Rasio kemandirian dari 
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan 
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akan tetapi  kemampuan pemerintah daerah 
dalam membiayai sendiri kegiatan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat pada tahun anggaran 2008 
sampai dengan 2015 masih cukup rendah. 
Berdasarkan pola hubungan tingkat 
kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, 
rasio kemandirian Pemerintah Kota Palu 
memiliki pola hubungan instruktif dengan 
kemampuan keuangan yang masih rendah yaitu 
antara 0 – 25 %. 
  
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 
Rasio efektifitas menggambarkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
berdasarkan potensi riil daerah. 
Adapun pencapaian efektifitas 
penerimaan PAD di lingkungan Pemerintah 
Kota Palu Tahun Anggaran 2010-2014 dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 6. Analisis rasio efektifitas Target 
terhadap Realisasi PAD  Pemerintah  
Kota Palu Tahun Anggaran 2008 - 2015 
No 
Tahun 
anggaran Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Hasil (%) Keterangan 
1 2008 48.803.366.206,00 38.198.048.598,55 78,27 
kurang 
efektif 
2 2009 49.891.397.756,00 51.946.620.369,25 104,12 
sangat 
efektif 
3 2010 68.565.047.152,00 56.895.142.820,80 82,98 
kurang 
efektif 
4 2011 87.309.794.660,13 78.350.111.778,84 89,74 
kurang 
efektif 
5 2012 111.133.074.974,00 109.600.830.663,03 98,62 
cukup 
efektif 
6 2013 125.745.710.807,00 135.875.842.072,70 108,06 
sangat 
efektif 
7 2014 195.626.983.642,00 211.275.634.100,51 108,00 
sangat 
efektif 
8 2015 277.537.717.796,00 253.977.960.064,83 91,51 
cukup 
efektif 
Sumber : LKPD Kota Palu 2008-2015 (data diolah) 
Tabel 6 memperlihatkan bahwa rasio 
efektifitas pengelolaan keuangan  Pemerintah 
Kota Palu pada tahun Anggaran 2008, 2010 dan 
2011 menunjukkan kurang efektif karena 
realisasi PAD  hanya sebesar 78,27 %, ,82,98 % 
dan 89,74 %, hal ini disebabkan karena 
menurunnya realisasi pada beberapa pos-pos 
PAD seperti pajak dan retribusi daerah. 
Sedangkan Tahun Anggaran 2009, 2013 dan 
2014 menunjukkan pencapaian yang baik yaitu 
sebesar 104,12%, 108,06 dan 108,00% atau 
dengan kriteria sangat efektif. Kemudian turun 
lagi dibawah target sebesar 98,62% pada tahun 
2012 dan 91,51% pada tahun 2015. 82%, ,98% 
dan 89,74%.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota 
Palu tahun anggaran 2008 – 2015 fluktuatif.  
2. Pertumbuhan PAD tahun anggaran 2008 - 
2015 menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan, setiap tahunnya menunjukkan 
tren yang meningkat.  
3. Pertumbuhan realisasi belanja tidak 
langsung mengalami peningkatan yang 
fluktuatif dari tahun ke tahun.  
4. Rasio pertumbuhan belanja langsung pada 
Pemerintah Kota Palu cenderung fluktuatif, 
Tertinggi pada tahun anggaran 2013 sebesar 
60,90 %.  Kemudian pada tahun 2010 
mengalami penurunan sebesar -6,04 %.  
5. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Palu 
dari tahun ke tahun terus mengalami 
peningkatan akan tetapi  kemampuan 
pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat pada tahun 
anggaran 2008 sampai dengan 2015 masih 
cukup rendah yaitu kurang dari 50%. 
6. Pencapaian efektifitas penerimaan PAD 
masih tergolong cukup efektif, sementara 
dari 8 (delapan) tahun anggaran kategori 
tidak efektif yaitu tahun 2008, 2010 dan 
2011.  
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Rekomendasi 
1. Pemerintah daerah seharusnya mengurangi 
ketergantungan terhadap pihak eksternal 
dengan cara mengoptimalkan sumber PAD, 
seperti pajak, retribusi dan hasil kekayaan 
daerah lainnya.  
2. Dalam mengalokasikan dana APBD 
seharusnya belanja modal/pembangunan 
lebih ditingkatkan, karena hal tersebut dapat 
berpengaruh pada pembangunan daerah.  
 
UCAPAN TERIMA KASIH  
 
Penulis menyadari bahwa dalam 
penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari 
bantuan dan masukan, saran dan tanggapan, 
bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. 
Untuk itu dengan segala rasa hormat dan 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 
penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Anhulaila 
M. Palampanga, S.E.,M.S. sebagai Pembimbing 
Ketua dan Dr. Muh. Iqbal, A, S.E.,M.Si.,Ak,  
sebagai Pembimbing Anggota yang selalu sabar 
dan tekun membimbing, memberikan perhatian 
dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan 
penulis dalam menyelesaian tesis ini. 
 
DAFTAR RUJUKAN 
 
Darise, Nurlan, 2006. Pengelolaan Keuangan 
Daerah. PT. Indeks, Jakarta. 
Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan 
Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP 
AMP YKPN.  
                     , 2007. Akuntansi Sektor Publik 
Akuntansi Keuangan daerah,. Edisi 
Revisi, Jakarta, Salemba Empat. 
Kuncoro, Mudrajat, 2009. Metode Riset Untuk 
Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti 
dan Menulis Tesis. Edisi 3.Penerbit 
Erlangga, Jakarta.  
Mahmudi, 2016. Analisis Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Penerbit UPP STIM 
YKPN, Yogyakarta. 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor  58 tahun 2005, tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah, Jakarta.    
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah, 
2004. Jakarta Direktorat Jenderal 
Otonomi daerah. 
 
 
 
 
